
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa petunjuk  pelaksanaan perjalanan dinas di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
yang telah dite tapkan dcngan Peraturan Gubernur  
Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun  2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sudah  tidak 
sesuai  dengan kondisi saat  ini, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan  pert imbangan sebagaimana 
d imaksud dalam h uru f  a, perlu menetapkan  Peraturan 
G ubernur  tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tam bahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1 106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
T am bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun  2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
T ahun  2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun  2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan G ubernur  ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r  penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u rusan  Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah adalah  G ubernur  Kalimantan Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut  DPRD adalah 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

6. Perangkat  Daerah Provinsi adalah u n su r  pem bantu  G ubernur  dan DPRD 
pegawai dalam penyelenggara u ru san  pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah  provinsi.

7. Pejabat adalah pejabat di l ingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur, te rm asuk  Pimpinan dan  Anggota DPRD.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan 
jaba tan  ter tentu  oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
sua tu  j ab a tan  serta digaji m enuru t  pe ra turan  perundang-undangan .

9. J a b a ta n  Pegawai Negeri Sipil adalah J a b a ta n  Pimpinan Tinggi Utama, 
J a b a ta n  Pimpinan Tinggi Madya, J a b a ta n  Pimpinan Tinggi Pratama, 
J a b a ta n  Administator, J a b a ta n  Pengawas dan J a b a t a n  Pelaksana.
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10. J a b a ta n  Fungsional adalah sekelompok jaba tan  yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pclayanan fungsional yang berdasarkan  pada 
keahlian dan  ketcrarnpilan tertentu.

11. Pejabat Fungsional  adalah pegawai ASN yang rnenduduki jaba tan  
Fungsional pada instansi  pemcrintahan.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut  CPNS adalah CPNS 
yang diangkat  oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan 
sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun  dan  paling lama 2 (dua) tahun  serta 
digaji m en u ru t  pe ra turan  perundang-undangan .

13. Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bckerja di lingkungan 
Pemcrintah Provinsi berdasarkan  kontrak kerja.

14. Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi 
tertentu dan tenaganya d ibu tuhkan  u n tu k  m enunjang  sua tu  kegiatan 
sesuai dengan bidang keahliannya.

15. Tim G ubernur  Untuk Pengawaalan Percepatan Pem bangunan  yang 
selanjutnya disingkat  TGUP3 adalah tcnaga PNS dan non PNS yang 
memiiiki keahlian dan dibentuk oleh Gubernur  yang mempunyai tugas 
k h u su s  dalam m cm ban tu  Gubernur.

16. Sura t  Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah su ra t  perintah 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana 
perjalanan dinas.

17. Pejabat yang berwenang adalah  pejabat yang berhak  menerbitkan Surat 
Perintah Tugas.

18. Surat  Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat  
Perintah kepada Pejabat/PNS,CPNS, Non PNS u n tu k  melaksanakan 
Perjalanan Dinas sesuai  Sura t  Perintah Tugas.

19. Perjalanan Dinas J a b a t a n  adalah Perjalanan Dinas mclewati batas kota 
d a n / a t a u  dalam kota dari tempat  kedudukan  ketempat  yang dituju 
melaksanakan  tugas dan kembali ketempat kedudukan  semula didalam 
negeri.

20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat  kedudukan  
yang lama ketempat kedudukan  yang baru  berdasarkan  surat  keputusan  
pindah dan  bu k an  a ta s  permintaan sendiri.

21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut  perjalanan dinas 
keluar tempat  k e d u d u k an  yang dilakukan dalam Wilayah Indonesia un tuk  
kepentingan Negara.

22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan p e r ja lan an /k u n ju n g an  kerja 
ke negara-negara yang memiiiki hubungan  diplomatik dilakukan oleh 
pejabat daerah /pegaw ai  negeri, di l ingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur a ta s  perintah pejabat berwenang yang dananya  berasal 
dari APBD.

23. Lumpsum adalah  sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus.

24. At cost a tau  biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai  dengan bukti 
pengeluaran yang sah.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sa tuan  Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut  DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan,  belanja dan pembiayaan yang d igunakan sebagai dasar  
pe laksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

26. Pendamping adalah Ajudan, Sekretaris Pribadi, Asisten Pribadi, Pramu 
Pimpinan.
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27. Keadaan Kahar adalah keadaan lertenlu, a tau  di luar kondisi normal yang 
disebabkan oleh kegiatan bencana alam, k e ru su h an  masal, tidak ada 
penerbangan, a tau  kondisi lertenlu lainnya yang tidak ada direncanakan 
sebelumnya.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan G ubernur  ini meliputi :
a. perjalanan d inas dalam negeri; dan
b. perjalanan d inas luar  negeri.

(2) Perjalanan d inas dalam negeri sebagaimana d im aksud  pada ayat (1) 
hu ru f  a meliputi :
a. perjalanan d inas jaba tan ;  dan
b. perjalanan d inas pindah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas d i laksanakan  dengan memperhat ikan  prinsip :
a. sclektif yaitu hanya u n tu k  kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 

yang berkaitan tugas- tugas penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan 
dan kemasyarakatan;

b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat Daerah dan kesesuaian 
dengan tugas dan  fungsi serta pencapaian kinerja; dan

c. m elakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan 
menjamin akuntabi l i tas  dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan 
perjalanan dinas beserta pembiayaan.

d. dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana h u ru f  c, Kepala 
SKPD berhak m elakukan  kebijakan internal.

BAB II
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu 
Perjalanan Dinas J a b a ta n

Paragraf 1 
Umum

P a s a l 4

(1) Perjalanan d inas j ab a tan  m erupakan  perjalanan d inas u n tu k  kepentingan 
n e g ara /d ae rah  dari tempat  k ed udukan  ke tempat  yang dituju dan  kembali 
ke tempat  k ed udukan  semula.

(2) Perjalanan d inas jab a tan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri :
a. perjalanan d inas j aba tan  yang melewati batas kota; dan
b. perjalanan dinas j aba tan  yang di laksanakan dalam kota.

(3) Perjalanan d inas jab a tan  yang melewati ba tas  kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) h u ru f  a adalah perjalanan dinas melewati batas  kota dalam 
sa tu  wilayah daerah.

(4) Perjalanan dinas j aba tan  dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) h u ru f  b terdiri :
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a. perjalanan d inas  j aba tan  yang d i laksanakan  sampai  dengan 8 
(delapan)jam a tau  lebih dari 8 (dclapan) jam;

b. perjalanan d inas bagi Sopir yang mengantar  / menjemput ke Bandara 
APT Pranoto Samarinda;  dan

c. PNS, CPNS dan Non PNS/diluar  PNS yang berkantor  di wilavah 
Kabupaten/Kota  se Kaltim dan m elaksanakan  perjalanan dinas 
jaba tan  di wilayah Kabupaten/Kota  dengan ja rak  tempuh 50 km atau  
lebih dari ibukota  Kabupaten/Kota .

Pasal 5

Pelaksana perjalanan dinas dapat  di lakukan oleh :
a. G ubernur  dan  Wakil Gubernur;
b. Pimpinan DPRD;
c. Anggota DPRD;
d. Tim G ubernur  Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan;
e. Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD;
f. PNS;
g. CPNS;
h. Non PNS; dan
i. diluar PNS.

Paragraf 2
Komponen Perjalanan Dinas 

P a s a l 6

Komponen biaya perjalanan dinas jaba tan  meliputi :
a. uang harian;
b. biaya transport ;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan  dalam kota; dan
f. biaya m en je m p u t /m e n g a n ta r  jenazah.

P a s a l 7

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h u ru f  a, dibayarkan 
secara lum psum  terdiri dari :
a. uang  makan;
b. uang transport  lokal; dan
c. uang saku.

(2) Pejabat, PNS, CPNS dan Non PNS yang mengikuti pendidikan, kursus ,  
bimbingan teknis, seminar,  workshop dan  kegiatan lain sejenisnya yang 
akomodasi  dan konsumsi  ditanggung penyelenggara diberikan perjalanan 
dinas selama 2 (dua) hari.

P a s a l 8

(1) Biaya t ransportasi  pesawat  udara  dan biaya t ranportasi  lainnva 
dibayarkan secara at cost a tau  biaya riil.

(2) Biaya kelebihan bagasi terkait dengan d o k u m e n /b a ra n g  kedinasan dapat  
dibayarkan secara at cost.
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(3) Gubernur /W akil  Gubernur ,  Pimpinan DPRD dan J a b a ta n  Pimpinan Tinggi 
Madya dapa t  m enggunakan  transportasi  pesawat udara  dengan s tandar  
tiket pesawat kelas bisnis.

(4) Anggota DPRD, PNS, CPNS, TGUP3, Non PNS/diluar  PNS s tandar  tiket 
pesawat kelas ekonomi.

(5) Dalam hal maskapai  penerbangan menerapkan pemilihan kursi 
penumpang,  m aka  biaya pemilihan kursi pesawat hanya dapat  dibayarkan 
un tuk  G ubernur /W akil  Gubernur,  Pimpinan dan Anggota DPRD, Ja b a ta n  
Pimpinan Tinggi Madya dan J a b a ta n  Pimpinan Tinggi Pratama.

(6) Dalam kondisi ter tentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana  
t ranportasi  sehingga diperlukan biaya tam bahan  a tau  tidak sesuai  s tandar  
yang di te tapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) maka dapat  
diberikan tam b ah an  biaya a tas  biaya tiket pesawat sesuai  kebu tuhan  
riilnya dengan m em bua t  su ra t  pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA.

(7) Dalam hal bukti t ransportasi  tidak dapat  diproses a tau  hilang a tau  sebab 
lainnya, maka dapa t  d ibuat  Sura t  Pernyataan Pengeluaran Riil 
Transportasi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan  
sa tu  kesa tuan  yang tidak terpisahkan dari Pcraturan G ubernur  ini.

P a s a l 9

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hu ru f  e 
m erupakan  biaya yang diperlukan un tu k  menginap :
a  di hotel; a tau
b. di tempat  menginap lainnya.

(2) Biaya penginapan dibayarkan seeara at cost a tau  biaya riil dan tidak boleh 
melebihi dari tarif hotel yang telah dite tapkan.

(3) Bagi yang melebihi tarif sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat 
melakukan pembayaran  dengan cara  penggabungan biaya hotel un tuk  
tugas /keg ia tan  yang sama, lebih dari 1 (satu) orang dengan 
m en can tum kan  kedua nam a yang menginap di bill hotel.

(4) Perjalanan Dinas yang di lakukan oleh t im /k ep an i t i a an /p e se r ta  kegiatan 
dapat  menginap di hote l /penginapan di tempat  acara, sesuai  dengan tarif 
terendah yang tersedia di hotel tersebut.

(5) Hotel/penginapan bagi pendamping, dalam rangka tugas pcndampingan 
Pimpinan, dapa t  menginap di ho te l /penginapan yang sama dengan 
Pimpinannya,  sesuai  dengan tarif terendah yang tersedia di 
ho te l /penginapan  tersebut  a tau  di lakukan penggabungan.

(6) Dalam hal pe laksanaan  perjalanan dinas tidak menginap di hotel a tau 
tempat penginapan yang telah di tentukan,  kepada yang bersangkutan  
diberikan biaya penginapan sebesar  30% (tiga puluh person) dari tarif hotel 
di kota tempat  tu juan  yang telah di te tapkan dan dibayarkan seeara 
lum psum  dengan m em b u a t  su ra t  pernyataan.
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(7) Sura t  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (6) te rcanlum dalam 
Lampiran V yang m crupakan  satu kesa tuan  dan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Peraturan G ubernur  ini.

Pa sal 10

(1) Perjalanan Dinas Iuar daerah  dilakukan oleh G u b e rn u r /W ag u b  dapat 
mengikut  se r takan  maksimal 2 (dua) orang pendamping, kecuali hal 
mendesak dan penling setelah mendapat  persetujuan Gubernur/W akil  
Gubernur.

(2) Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan oleh G u b e rn u r /W ag u b  dapat  
mengikut  ser takan  maksimal 4 (empat) orang Pendamping, kecuali hal 
mendesak  dan penting setelah m endapat  persetu juan  Gubernur/W akil  
Gubernur.

(3) Perjalanan Dinas luar  daerah  di lakukan oleh Pimpinan DPRD dan 
Sekretaris Daerah, dapa t  mengikut sertakan maksimal 1 (satu) orang 
Pendamping.

(4) Perjalanan Dinas dalam daerah Ketua DPRD maksimal 2 (dua) orang 
pendamping,  Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah 1 (satu) orang 
Pendamping.

Pasal 11

(1) IJang representasi  sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 6 hu ru f  d diberikan 
secara lum psum  kepada Gubernur /W akil  Gubernur ,  Pimpinan dan 
Anggota DPRD, J a b a t a n  Pimpinan Tinggi Madya dan J a b a ta n  Pimpinan 
Tinggi Pratama.

(2) Uang representasi  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) diberikan perhari.

Pasal 12

(1) Sewa kendaraan  dalam kota sebagaimana d imaksud  dalam Pasal 6 
hu ru f  e dapa t  diberikan kepada Gubernur, Wakil G ubernu r  dan Pimpinan 
Dewan u n tu k  keperluan pelaksanaan tugas di kota tu juan terkait 
undangan  kegia tan/event  bersifat nasional.

(2) Pejabat yang mewakili a tas  nama Gubernur/W akil  Gubernur ,  diberikan 
fasilitas akomodasi  sam a dengan Gubernur/W akil  Gubernur.

Pasal 13

(1) Biaya m en je m p u t /m e n g a n ta r  jenazah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
6 h u ru f  f meliputi biaya bagi pen jem put/pengan tar ,  biaya pemetian dan 
biaya angku tan  jenazah.

(2) Biaya angku tan  jenazah  sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dibayarkan 
secara at cost a lau  biaya riil.

Pasal 14

(1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 
dite tapkan dengan Keputusan Gubernur.
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(2) Besaran biaya pcrjalanan dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
m crupakan  plafon biaya tertinggi kecuali dalam kcadaan kahar.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Pcrjalanan Dinas

Pasal 15

(1) Usulan pe laksanaan  pcrjalanan dinas terlebih dahu lu  mendapat  
pe rsc tu ju an /p e r in tah / iz in  dari pejabat yang berwenang dcngan 
m en can tum kan  tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.

(2) Sekretaris Daerah apabila m elaksanakan  pcrjalanan d inas terlebih dahulu  
m endapat  p e rse tu juan /pe r in tah / iz in  dari Gubernur /W akil  Gubernur.

(3) Dalam hal G ubernur  dan  Wakil G ubernur  berhalangan a tau  tidak berada 
ditempat, dalam kcadaan mendcsak  Sekretaris Daerah dapat  
melaksanakan  perjalanan dinas dcngan persetu juan  Sekretaris Daerah 
a tas  nam a Gubernur /W akil  Gubernur.

(4) Asisten Sekretaris  Daerah, Staf Ahli, TGUP3, Kepala Perangkat Daerah dan 
Kepala Biro di l ingkungan Pemerinlah Provinsi Kalimantan Timur dalam 
melaksanakan  perjalanan dinas terlebih dahu lu  h a ru s  m endapat  
pe rse tu ju an /p e r in tah / iz in  dari Sekretaris Daerah.

(5) Apabila Sekretaris  Daerah tidak berada di tempat, maka perse tu juan /  
perintah/ izin  diterbitkan oleh pelaksana tu g as /p e lak san a  harian.

(6) Persetujuan Perjalanan Dinas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, 
Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di 
lingkungan masing-masing SKPD terlebih dahu lu  h a ru s  mendapat  
pe rse tu ju an /p e r in tah / iz in  dari Kepala SKPD.

(7) Perse tujuan Perjalanan Dinas Kepala UPTD yang berada sa tu  kota dengan 
Perangkat Daerah induk disctujui oleh Kepala Perangkat Daerah Induk 
sedangkan Kepala UPTD yang berada tidak sa tu  kota dengan Perangkat 
Daerah Induk, m aka  disetujui oleh kepala UPTD a tas  n am a  Kepala 
Perangkat  Daerah induk.

(8) Persetujuan Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat 
Pelaksana,  CPNS, Non PNS dan diluar PNS di lingkungan UPTD, disetujui 
oleh Kepala UPTD a tas  nam a Kepala Perangkat Daerah induk, apabila 
Kepala UPTD tidak berada ditempat, disetujui oleh pejabat  yang ditunjuk.

(9) Perjalanan d inas d i laksanakan  a ta s  dasa r  SPF dan SPD dari pejabat yang 
berwenang.

(10) Pejabat yang berwenang hanya dapa t  menerbitkan SPT dan SPD un tuk  
perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.

(1 l )Penerbitan SPT dan SPD un tu k  melaksanakan  perjalanan dinas setelah 
m endapat  pe rse tu ju an /p e r in tah / iz in  dari pejabat  yang berwenang.
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(12) Bagi pe laksana  perjalanan dinas seperti dalam rangka rapat  koordinasi,  
orientasi lapangan yang d i laksanakan di dalam m a u p u n  di luar  wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur penanda tanganan  kcbcrangkatan /  kedatangan 
pada SPD dapat  d i lakukan oleh pcjabat dacrah setempat  d imana kegiatan 
d i laksanakan,  sedangkan un tuk  kegiatan seminar, workshop, pelatihan 
d a n /a t a u  kegiatan sejenisnya penanda tanganan  SPD dapat  di lakukan oleh 
panitia p e la k sa n a / tem p a t  pelaksanaan.

(13) Pelaksanaan perjalanan dinas dapat  diberikan panjar, dan 
dipertanggungjawabkan sctelah perjalanan dinas d i laksanakan.

Pasal 16

(1) SPT sebagaimana d imaksud  dalam Pasal 15 ayat (11) d i tandatangani  oleh :
a. SPT G ubernur  dan Wakil G ubernur  d i tandatangani  oleh Gubernur, dan 

apabila G u b e rn u r  tidak berada ditempat, SPT Wakil Gubernur  
d i tandatangani  oleh Wakil Gubernur;

b. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, d i tandatangani  oleh Ketua DPRD 
dan dalam hal kondisi mendesak d a n /a t a u  Ketua DPRD tidak berada 
ditempat, SPT di tanda tangani  oleh Wakil Ketua DPRD;

c. SPT Sekretaris  Daerah d i tandatangani  oleh Gubernur /W akil  Gubernur,  
dan dalam hal kondisi mendesak  d a n / a t a u  G ubernur  /Wakil Gubernur  
tidak berada ditempat,  SPT di tandatangani  oleh Sekretaris Daerah;

d. SPT Asisten Sekretaris  Daerah, Staf Ahli Gubernur ,  TGUP3 dan Kepala 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur, d i tanda tangani  oleh Sekretaris Daerah a tau  Pcjabat yang 
di tunjuk  kecuali RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan SPT 
di tandatangani  oleh Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, a tas 
nama Sekretaris  Daerah;

e. SPT Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur d i tanda tangani  oleh Asisten di lingkungan masing-masing alas 
nam a Sekretaris  Daerah, dan apabila tidak berada ditempat, SPT 
di tandatangani  oleh Pejabat yang ditunjuk;

f. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat 
Pelaksana,  CPNS, Non PNS dan Diluar PNS di lingkungan Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, d i tandatangani  oleh Kepala Biro 
di lingkungan masing-masing a tas  nama Sekretaris Daerah, dan apabila 
Kepala Biro tidak berada ditempat, SPT di tandatangani  oleh pejabat 
yang ditunjuk;

g. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat 
Pelaksana,  CPNS, Non PNS dan  Diluar PNS di lingkungan masing- 
masing SKPD di tandatangani  oleh Kepala SKPD, dan apabila Kepala 
SKPD tidak berada ditempat, SPT di tandatangani  oleh pejabat yang 
ditunjuk;

h. SPT Kepala UPTD yang berada satu kota dengan Perangkat Daerah 
induk d i tanda tangani  oleh Kepala Perangkat Daerah Induk sedangkan 
Kepala UPTD yang berada tidak sa tu  kota dengan Perangkat Daerah 
Induk, maka SPT di tandatangani  oleh kepala UPTD a tas  nama Kepala 
Perangkat Daerah induk;

i. SPT Pejabat Pengawas, Fungsional, Pejabat Pelaksana, CPNS, Non PNS 
dan Diluar PNS di l ingkungan UPTD, d i tandatangani  oleh Kepala UPTD 
atas  nam a Kepala Perangkat Daerah induk, apabila Kepala UPTD tidak 
berada ditempat, SPT di tandatangani  oleh pejabat  yang ditunjuk;
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j. SPT Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
di tanda tangani  oleh Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur a ta s  nam a Sekretaris Daerah;

k. SPT Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Fungsional, CPNS, Non PNS 
dan Diluar PNS pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur d i tandatangani  oleh Kepala Badan Penghubung, 
apabila Kepala Badan Penghubung tidak berada ditempat, SPT 
di tandatangani  oleh pejabat yang ditunjuk; dan

l. SPT Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar /  Tim Ahli DPRD di tandatangani  
oleh Sekretaris  Dewan DPRD, apabila Sekretaris DPRD tidak berada 
ditempat, SPT di tandatangani  oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan perjalanan dinas yang melibatkan Perangkat Daerah lain, 
maka SPT dibuat  dan d i tandatangani  oleh Pimpinan pelaksana perjalanan 
dinas yang bersangkutan .

(3) Permohonan perja lanan dinas Kepala Perangkat Daerah d a n / a t a u  Jab a ta n  
Pimpinan Tinggi Pra tama yang telah mendapat  persetujuan,  SPT diproses 
lebih lanjut  oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur.

Pasal 17

(1) SPT dan SPD d i tandatangani  oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Rincian biaya dan  kwitans i /bukt i  pembayaran sesuai  jumlah  hari 
pe laksanaan perjalanan dinas d i tandatangani  oleh PA/KPA.

(3) SPD beserta rincian biaya dan kwitans i /bukt i  pembayaran sebagaimana 
d imaksud pada ayat  (2) tercantum dalam Lampiran VII, VI11 dan IX yang 
m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan 
G ubernur  ini.

Pasal 18

(1) Ju m lah  hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima 
belas) hari, sesuai  SPD yang telah diterbitkan.

(2) Ju m lah  hari Perjalanan dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isesuaikan dengan keb u tu h an  riil/ kebu tuhan  nyata.

(3) Permohonan izin Perjalanan Dinas yang melebihi 15 hari diajukan oleh 
yang m elaksanakan  perjalanan d inas secara tertulis kepada pejabat yang 
berwenang dengan m em bua t  sura t  perjalanan d inas lebih dari 15 (lima 
belas) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 
satu kesa tuan  yang tidak terpisahkan dari Peraturan G ubernur  ini.

(4) Permohonan izin sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi 
Gubernur,  Wakil Gubernur ,  Pimpinan DPRD dan Ajudan.

(5) Dalam hal pe laksana  perjalanan dinas melebihi jum lah  hari yang telah 
dite tapkan dalam SPD, dikarenakan keadaan  kahar  a tau  perintah 
pimpinan u n tu k  m elaksanakan  tugas tam bahan ,  pejabat yang berwenang 
dapat  memberikan tam bahan  transport ,  uang harian, biaya penginapan, 
uang  representatif,  sepanjang kelebihan Lersebut bukan  disebabkan 
kesa lahan /ke la la ian  pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
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(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikccualikan bagi Aparat 
Pengawas Internal Pcmerintah (APIP) a tau  PNS yang d i tugaskan dalam 
pemeriksaan.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban 

Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban setelah melaksanakan  perjalanan dinas diwajibkan 
m em buat  Laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang.

(2) Format laporan sebagaimana ayat (1) te rcantum dalam Lampiran 1 yang 
m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan 
G ubernur  ini.

(3) Bukti kelengkapan perjalanan dinas d isampaikan kepada bendahara  
pengeluaran paling lambat  5 (lima) hari dengan meliputi :
a. Sura t  Perintah Tugas;
b. Sura t  Perjalanan Dinas yang telah di tandatangani  oleh pejabat 

setempat;
c. laporan hasil perjalanan dinas;
d. tiket pesawat udara  dan  boarding pass;
e. bukti pembayaran  penginapan;
f. kwitansi t ransportasi  ke pelud dalam dan luar  d a e ra h ;d a n /a t a u
g. t ransportasi  dalam kota k h u su s  Gubernur,  Wakil G ubernur  dan 

Pimpinan DPRD.

(4) Tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hu ru f  d 
pembeliannya dapa t  di lakukan melalui travel m au p u n  media online.

(5) Bukti pembayaran  penginapan sebagaimana d imaksud  pada ayat (3) 
h u ru f  e, pembeliannya dapat  melalui biro perjalanan m au p u n  media 
online.

(6) Pejabat se tempat  sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u ru f  b adalah 
pejabat pada instansi  tu juan  a tau  panitia penyelenggara a tau  tempat 
kegiatan.

(7) Bagi yang m em pergunakan  kendaraan  pribadi a tau  kendaraan  dinas 
dapat  diberikan Bahan Bakar  Minyak sesuai dengan bukti pembelian 
bahan  bakar  dan bukti inap kendaraan,  sebagai pengganti biaya 
transport.

Paragraf 5
Pembatalan Perjalanan Dinas 

Pasal 20

Pembatalan pe laksanaan  perjalanan dinas d ikarenakan perintah Pimpinan 
a tau  keadaan kahar.
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Pasal 21

Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapal  d ibayarkan dengan
ketentuan  :
a. su ra t  pernyataan  pembatalan tugas perjalanan d inas dari a tasan  

pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang 
m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur  ini;

b. sura l  pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari 
a tasan  pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan 
G ubernur  ini;

c. menyerahkan bukti besaran pengembalian biaya t ransport  dari travel a tau 
jasa  penerbangan d a n / a t a u  biaya penginapan dari tempat penginapan 
yang d isahkan  oleh PA/KPA; dan

d. apabila tidak ada  pengembalian biaya transport  dari travel a tau  jasa 
penerbangan d a n / a t a u  biaya penginapan,  maka wajib menyerahkan bukti 
pembelian.

Bagian Kedua 
Perjalanan Dinas Pindah

Pa sal 22

(1) Perjalanan d inas p indah dilakukan berdasarkan  Keputusan Pindah yang 
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai  ke ten tuan  peraturan 
pe rundang-undangan .

(2) Komponen biaya perjalanan dinas pindah terdiri a tas  :
a. biaya t ransport  pegawai;
b. biaya t ransport  keluarga;
c. biaya pengepakan dan  angku tan  barang dibayarkan riil cost; dan
d. uang harian.

(3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2) te rcantum pada rincian biaya perjalanan dinas.

(4) Perjalanan d inas  pindah sebagaimana d imaksud pada  ayat (1) diberikan 
biaya :
a. biaya t ransportas i  dan uang  harian  pegawai beserta keluarga yang sah 

paling banyak 4 (empat) orang;
b. keluarga yang sah sebagaimana d imaksud  dalam h u ru f  a dapat  

meliputi i s t r i / suam i ,  anak  kandung, anak  tiri, anak  angkat  yang bclum 
berusia  25 tah u n  a tau  telah berusia  diatas 25 tah u n  n am u n  dalam 
keadaan cacat  dan  b e lu m /p ern ah  menikah serta tidak mempunyai 
penghasilan sendiri diberikan biaya sesuai  tingkat  golongan pegawai 
negeri yang d ip indah /m utas i ;  dan

c. selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam hu ru f  b bagi 
pegawai negeri paling rendah J a b a ta n  Pelaksana Golongan IV atau 
J a b a ta n  Administrator d iperkenankan pula u n tu k  membawa pembantu  
rum ah tangga sebanyak 1 (satu) orang diberikan biaya setara pegawai 
negeri Pejabat Pelaksana Golongan I.
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BAB 111
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

Bagian Kcsatu
Pelaksana dan denis Kegiatan Pcrjalanan Dinas

Pasal 23

Pelaksana perjalanan dinas Luar Negeri dapat  di lakukan oleh :
a. G ubernur  dan  Wakil Gubernur;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
c. PNS.

Pasal 24

Jen is  kegiatan perja lanan dinas luar negeri di lakukan dalam rangka :
a. penjajakan kerja sam a Pemerintah Daerah dengan pihak luar  negeri;
b. tindak lanjut  kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar  negeri;
c. mengikuti d a n / a t a u  melaksanakan  promosi dan  pameran  potensi dan 

budaya daerah;
d. kunjungan persahabatan ;
e. pendidikan dan  pelatihan;
f. studi banding;
g. seminar;
h. lokakarya;
i. konferensi;
j. pertemuan Internasional
k. penanda tanganan  naskah  kerja sama; dan
l. n a rasum ber /pem bicara .

Bagian Kedua
Tata Cara Perjalanan Dinas 

Pasal 25

(1) Pelaksana perjalanan dinas mengajukan permohonan izin perjalanan 
Dinas ke Luar Negeri kepada Gubernur/W akil  G ubernu r  u n tu k  diproses 
lebih lanjut oleh Biro H ubungan  Masyarakat  Sekretaria t  Daerah.

(2) Dalam hal Gubernur /W akil  G ubernur  tidak berada ditempat, permohonan 
izin dapa t  d iajukan kepada Sekretaris Daerah.

(3) Sura t  permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) m em ual  :
a. nama dan jaba tan ;
b. NIP bagi PNS;
c. tu juan  dan manfaat  kegiatan perjalanan dinas luar  negeri;
d. k o ta /negara  yang dituju;
e. agenda perjalanan;
f. waktu pelaksanaan;  dan
g. sum ber  pendanaan .

(4) Sura t  Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) melampirkan :
a. su ra t  undangan;
b. Kerangka Acuan Kerja;
c. fotocopy DPA yang d isahkan  oleh pejabat yang berwenang; dan a tau
d. su ra t  ke terangan pendanaan.
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(5) G ubernur  menyampaikan permohonan izin perjalanan dinas kepada 
Menteri Dalam Negcri mclalui Direktorat Jendcra l  Pusat  Fasilitasi 
Kcrjasama u n tu k  m endapa tkan  rekomendasi.

(6) Sura t  permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) dilengkapi 
dokumen administrasi,  diterima oleh Direktorat Jendcra l  Pusat  P'asilitasi 
Kcrjasama paling lama 10 (sepuluh) hari scbelum kebcrangkatan kecuali 
un tuk  hal yang sangat mendesak.

(7) Dokumen administras i  perjalanan dinas ke luar  negcri sebagaimana 
d imaksud pada ayat (6) terdiri :
a. su ra t  persetu juan  perjalanan dinas luar negeri;
b. paspor d in a s /p a sp o r  pribadi;
c. exit permit;
d. visa;
e. Sura t  Perintah Tugas; dan
f. Sura t  Perjalanan Dinas.

(8) Dokumen administras i  perjalanan dinas dalam rangka kcrjasama dalam 
rangka p en an d a tan g an an  perjanjian internasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 h u ru f  b dan  h u ru f  k, d i tambah dcngan naskah  kcrjasama 
berupa Letter o f Intent (LOI) dan  M emorandum o f Understanding  (MOU), 
Sura t  Kuasa Penuh dalam rangka kcrjasama dari Kemenlerian Luar Negcri 
dan Sura t  Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(9) Dokumen administras i  perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 h u ru f  e ditambah 
dengan su ra t  keterangan beasiswa.

(10) Dokumen administrasi  perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi 
daerah sebagaimana d imaksud dalam pasal 24 h u ru f  c, d i tambah dengan 
sura t  konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan.

(11) Dokumen administras i  perjalanan dinas dalam rangka kunjungan 
persahaba tan  a tau  kebudayaan sebagaimana d imaksud  dalam Pasal 24 
hu ru f  c, d i tam bah  dengan sura t  konfirmasi Perwakilan Republik 
Indonesia.

(12) SPT dan SPD sebagaimana  d imaksud pada  ayat (7) h u ru f  e dan hu ru f  f 
yang diproses oleh Biro Umum setelah m endapat  rekomendasi  perjalanan 
dinas ke luar  negeri dari Menteri Dalam Negeri.

(13) SPT dan SPD G ubernur /W akil  G ubernur  d i tandatangani  oleh Gubernur,  
jika berhalangan SPT dan SPD di tandatangani  oleh Wakil Gubernur.

(14) SPT dan SPD PNS di tandatangani  Gubernur/W akil  Gubernur ,  dan apabila 
berhalangan SPT dan  SPD ditandatangani  J a b a ta n  Pimpinan Tinggi Madva 
a tau  Pejabat yang di tunjuk  sesuai  ketentuan.

(15) Format SPD sebagaimana d imaksud  ayat  (13) sebagian tercan tum  dalam 
Lampiran XI m erupakan  bagian yang tidak terp isahkan dari Peraturan 
G ubernur  ini.

Pasal 26

(1) Perjalanan d inas luar  negeri yang dilakukan secara rombongan paling 
banyak 5 (lima) orang te rm asuk  pimpinan rombongan.
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(2) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rornbongan dapa t  di lakukan lebih 
dari 5 (lima) orang dalam hal un tuk  kcpcntingan :
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 27

Jan g k a  waktu  pe laksanaan  perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 
(tujuh) hari kalender a tau  sesuai dengan dokumen pendukung.

Bagian Ketiga 
Biaya

Pasal 28

(1) Biaya Perjalanan Dinas J a b a ta n  terdiri a las  komponen :
a. biaya transportasi ;  dan
b. uang  harian.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  b terdiri a las  :
a. biaya penginapan;
b. uang  makan;
c. uang  saku; dan
d. uang  transportas i  lokal.

(3) Besaran biaya perja lanan d inas luar  negeri di te tapkan dengan Keputusan 
Gubernur.

Bagian Kcempat
Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pembatalan

Pasal 29

(1) Pertanggungjawaban Pejabal/PNS yang m elakukan perjalanan dinas luar 
negeri melipuli :
a. Sura t  Perintah Tugas ;
b. Sura t  Perjalanan Dinas yang telah di tandalangani  oleh pejabat 

setempat;
c. Tiket pesawat  dan  Boarding P ass; dan
d. Laporan Perjalanan Dinas.

(2) Laporan perjalanan d inas sebagaimana d imaksud  pada ayat (1) hu ru f  b 
d isampaikan paling lambat  7 (tujuh) hari kerja kepada G ubernur  dan 
Direktorat Jendera l  Pusat  Fasilitasi Kerjasama;

Bagian Kelima 
Pembatalan

Pasal 30

(1) Pembatalan pe laksanaan  perjalanan dinas d ikarenakan :
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a. perintah pimpinan;  dan
b. terjadi b e n c a n a /force majeure yang tidak m cm ungkinkan  un tuk  

melakukan perjalanan dinas, kccuali pcrjalanan dinas un tuk  
penanggulangan bencana.

(2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 
pembatalan dapa t  d ibayarkan dengan ke lentuan  :
a. sura t  pernyataan  pembatalan tugas perjalanan dinas dari a tasan  

pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang 
m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan G ubernur  ini;

b. su ra t  pernyataan pembebanan biava pembatalan perjalanan dinas dari 
a ta san  pelaksana SPD sebagaimana tercan tum  dalam Lampiran 111 
yang m erupakan  sa tu  kesa tuan  dan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan G u b e rn u r  ini;

c. menyerahkan  bukti pem b ay aran /b esa ran  pengembalian biaya 
t ransport  dari travel a tau  jasa  penerbangan dan media on l ine /a tau  
biaya penginapan dari tempat  penginapan yang disetujui oieh 
PA/KPA;dan

d. apabila tidak ada  pengembalian biaya t ransport  dari travel a tau  jasa 
penerbangan d a n / a t a u  biaya penginapan, m aka  wajib menyerahkan 
bukti pembelian.

BAB IV
LARANGAN PERJALANAN DINAS 

Pasal 31

(1) Setiap pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima pembayaran 
rangkap u n tu k  perjalanan dinas yang di lakukan dalam waklu,  tempat 
d a n / a t a u  tu juan  yang sama.

(2) Pcrjalanan dinas Luar Negeri tidak dapa t  d i lakukan an ta ra  lain :
a. terjadi bencana  alam;
b. terjadi bencana  sosial;
c. pemilihan u m u m  anggota DPR, DPD , dan DPRD;
d. pemilihan u m u m  presiden dan wakil presiden; dan
e. pemilihan kepala daerah  dan wakil kepala daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan G ubernur  ini, Peraturan G ubernur  Kalimantan 
Timur Nomor 8 T ah u n  2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur T ah u n  2019 Nomor 8), d icabut  dan dinyatakan tidak 
berlaku.
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Pasal 33

F^eraturan G ubcrnur  ini mulai bcrlaku scjak tanggal 1 Februari 2020.

Agar setiap orang mengctahuinya,  mcmcrintahkan pcngundangan  Peraturan 
Gubernur  ini dengan penem patannya  dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 10 Ja n u a r i  2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tld

1SRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 J a n u a r i  2020

Plt.SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ltd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LING RUNG AN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/Tanggal SPD :
Alas nama dan J a b a ta n

2. Maksud Perjalanan Dinas :

3. Tujuan Perjalanan Dinas :
(Instansi dan Kola yang diluju)

4. Tanggal pe laksanaan :

5. Hasil Perjalanan Dinas :

a.
b.
c.
d.
e. dst.

Demikian laporan ini d isampaikan u n tu k  dikelahui dan dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

Tempal, Tanggal / Bulan /T ahun  
YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS 

JABATAN,

NAMA JELAS 
PANGKAT 

NIP.

Samarinda,  10 Ja n u a r i  2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

lid

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEM BATA LAN TUGAS 
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR..............................

Yang ber tandatangan  di bawah ini :
Nama : ............................................................................................................
Pangkat/Gol : ............................................................................................................
NIP : ............................................................................................................
J a b a ta n  : ............................................................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya,  bahwa tugas Perjalanan Dinas J a b a ta n  a tas 
nama :

Nama : ............................................................................................................
Pangkal  /  Gol ............................................................................................................
NIP : ............................................................................................................
J a b a ta n  : ............................................................................................................

Dibatalkan a tau  tidak dapa t  d i laksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 
lainnya yang sangal  m endesak /pen t ing  dan tidak dapa t  d i tunda yaitu

sehubungan  dengan pembatalan Lersebut, pe laksanaan perjalanan dinas tidak 
dapat  digantikan oleh pejabat / pegawai negcri lain.

Demikian su ra l  pernyalaan  ini dibuat  dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata  su ra t  pernyalaan ini tidak benar,  saya bertanggung 
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ke ten tuan  hu k u m  yang 
berlaku.

Yang Membuat Pernyalaan 
Atasan Langsung Pelaksana SPD,

NIP.

Samarinda,  10 Ja n u a r i  2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

l t d
Salinan sesuai  dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
M,

ISRAN NOOR

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA M UDA

NIP. 19620527 198503 1 006



LAM PI RAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA 
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 

Yang ber tandatangan  di bawah ini :
Nama : ..............................................................................................
Pangkat  /  Gol : ..............................................................................................
NIP" : ..............................................................................................
J a b a ta n  : ..............................................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya,  bahwa Pcrjalanan Dinas Jab a ta n
berdasarkan Sura t  Tugas Nomor............ tanggal ..............., dan biaya SPD Nomor
..........  tanggal ................... a ta s  nama :

Nama : ..............................................................................................
Pangkat /  Gol : ..............................................................................................
NIP : ..............................................................................................
J a b a ta n  : .............................................................................................

Dibatalkan sesuai  dengan su ra t  Pernyataan Pembatalan Tugas Pcrjalanan Dinas 
Ja b a ta n  N o m o r ................Tanggal ...............
Berkenaan dengan pembatalan tersebut,  biaya t ransport  berupa .............  , ..........
dan biaya penginapan yang telah terlanjur  d ibayarkan a ta s  beban DPA tidak
dapat d ikembalikan /re fund  (sebagian/seluruhnya) sebesar  Rp........................... ,
............................, sehingga dibebankan pada DPA/Nomor : ................. Tanggal
..................  SKPD ........................................................................................................................

Demikian su ra t  pernyataan ini dibuat  dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata su ra t  pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan 
kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan 
kerugian Negara tersebut  ke Kas Daerah.

Yang Membuat Pernyataan 
Atasan Langsung Pelaksana SPD,

NIP.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda,  10 Ja n u a r i  2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

L td

ISRAN NOOR



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LING RUNG AN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang ber tandatangan  di bawah ini :

Nama : ..............................................................................................................

NIP : ..............................................................................................................

J a b a t a n  : ..............................................................................................................

berdasarkan Sura l  Perjalanan Dinas (SPD) Nomor............ langgal .............. , dengan

ini kami menyalakan dengan sesungguhnya  bahwa :

1. Biaya t ransportasi  pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-

bukti pengeluarannya,  meliputi:

No Uraian Ju m la h

Ju m lah

2. Ju m lah  uang tersebul  di a las  benar-benar  dikeluarkan un tu k  pelaksanaan

Perjalanan Dinas d imaksud  dan apabila dikemudian hari lerdapat  kelebihan 

a tas  pembayaran,  kami bersedia un tuk  menyetorkan kelebihan tersebul ke 

Kas Daerah.

Demikian pernyataan  ini dibuat  dengan sebenarnya, un tu k  dipergunakan 

sebagaimana mestinya

...................., tanggal, bulan,  tahun
Pelaksana SPD,

NIP.

Samarinda,  10 Ja n u a r i  2020

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA B I H U K U M ,

H .S U R O T O ,S H
PEMBINA UTAMA M UDA

NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ltd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASI LITAS 
HOTEL/PENGINAPA N

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN FASI LITAS HOTEL/PENGINAPAN

Yang ber tandatangan  di bawahini :

Nama : ............................................................................................................
NIP : ............................................................................................................
J a b a ta n  : ............................................................................................................

Berdasarkan Sura l  Perjalanan Dinas (SPD) Nomor............langgal .......... , dengan ini
saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan perjalanan
dinas dari langa l ........  s / d  langgal......  t idak menginap di hotel /penginapan yang
telah ditentukan.

Demikian su ra l  pernyataan  ini saya buat  dengan sebenarnya,  dan apabila 
dikemudian hari ternyata  pernyataan ini tidak benar, maka saya siap 
menanggung konsekuensinya.

.......... , langgal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

NIP

Samarinda,  10 J a n u a r i  2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ltd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinva 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAM PI RAN Vi PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PRGVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

PEJABAT YANG BERWENANG 
SURAT PERINTAH TUGAS

Kepada :

1. Nama 
Pangkat/Gol  
NIP
J a b a ta n

2. Nama 
Pangkat/Gol  
NIP
Jab a ta n  

Untuk : .........

Tempat berangkat:  ..............................................................................
Tempat  Tujuan : ..............................................................................
Lamanya : ..............................................................................
Tanggal berangkat  : ..............................................................................
Fieban Anggaran : ..............................................................................
Setelah m elaksanakan  tugas agar m em buat  laporan.

Demikian sura t  perintah tugas ini diberikan agar d ipergunakan  scbagaimana 
mestinya.

NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN :

Ditetapkan di ...................
pada tanggal ....................

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

Samarinda,  10 Jan u a r i  2020

KE JKUM,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTQ, SH ISRAN NOOR
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 10 Januari 2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ltd

ISRAN NOOR



LAM PI RAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LING RUNG AN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD Nomor 
Tanggal

NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1 Biaya an gku tan  pegawai Rp.
2 Biaya angku tan  pegawai Rp.
3 Biaya angku tan  pegawai Rp.
4 Biaya an gku tan  pegawai Rp.
5 Biaya angku tan  pegawai Rp.
6 Biaya an gku tan  keluarga Rp.
7 Biaya angku tan  barang Rp.
8 Biaya uang  harian tiba (bagi mereka yang 

Melakukan perjalanan pindah dalam 
negeri)

Rp.

9 Biaya lumpsum Rp.
10 Rp.

Rp.11
12

Ju m lah  semua Rp.

Mengetahui / Menyetujui : Pejabat,
Pejabat,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.
Telah menerima uang sebesar Rp ......................
Dengan Catalan bahwa untuk tarif biaya tersebut 
diatas, Sava tidak mengajukan klaim 

Yang bepergian,

NAMA JELAS 
PANGKAT 

NIP.
Sava terima uang sejumlah tersebut 
diatas Pada tanggal...........................

Be n d ah a ra Pe n ge 1 u a ra n ,

NAMA JELAS 
NIP.

NAMA JELAS 
NIP.

Samarinda, 10 Januari 2020

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAE RAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRQOHUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MU DA

NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ltd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT KWITANSI/BUKT1 PEMBAYARAN

UNTUK DINAS Tahun Anggaran :
Nomor I3KU

Lembar kc ............... Kode Rekening :

KWITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Tcrima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa  Pcngguna Anggaran
..........................  Provinsi Kalimantan Timur.

Ju m lah  Uang : Rp.........................................
Terbilang :

Untuk pembayaran :

Samarinda, ....................
Jabatan Penerima Uang,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Setuju Dibayar : 
Kuasa Pengguna Anggaran,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Setuju dan lunas dibayar tanggal 
Bendahara Pengeluaran,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Samarinda, 10 Januar i  2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SURDTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN X: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 1 5 HARI

KOP SURAT

Samarinda,

Kepada

Nomor
Lampiran
Hal

Sesuai dengan su ra t  ..................  nomor .........................  tanggal
.........................  hal ............................. , bersama ini dimohon izin dan
penerbi tan Sura t  Perintah Tugas (SFF) yang melebihi dari 15 hari, 
a ta s  n am a  :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.  Ruang :
J a b a t a n  :
Tanggal Berangkat 
Lamanya :
Tujuan :
Acara :
Beban Anggaran :

Disampaikan hal-hal  scbagai berikut :
1. Sesuai  Peraturan  G ubernur  Kalimantan Timur Nomor Tahun 

2020 ten tang  Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Sesuai Pasal 18 ayat (1) Ju m la h  hari perjalanan dinas dalam 1
(satu) bulan paling lama 15 (lima belas) hari, sesuai  SPD yang 
telah diterbitkan, apabila melebihi jum lah  hari sebagaimana 
tersebut pada Pasal 18 ayat (3) Permohonan izin Perjalanan Dinas 
yang melebihi 15 hari diajukan oleh yang melaksanakan
perja lanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

3. Untuk perjalanan dinas ke .................  pada tanggal.................  s / d
.........  telah berjumlah ........  hari u n tu k  bulan .........  d imana
terdapat  kelebihan ........ (........) hari sesuai Peraturan Gubernur
dimaksud,  adap u n  alasan sehingga melebihi jum lah  hari yang 
telah d i ten tukan  adalah u n tu k  ................................................................

4. Mohon a rah an  dan pert imbangan serta perse tu juan  Sekretaris
Daerah terkait kelebihan jum lah  hari perjalanan dinas kepala 
D in a s /B a d a n /D i re k tu r .....  u n tu k  bulan ........

0 9 7 /  /

Mohon Izin dan Penerbitan 
SPT

Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur 
di -

Samarinda



- 2 -

Demikian disampaikan, a tas  perhatian dan perkcnan B apak/Ibu  
d iucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

NAMA
Pangkat

NIP.

Samarinda,  10 Ja n u a r i  2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

ISRAN NOOR

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
JKUM,



LAM PI RAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINS1 KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALT1M 

KEPALA BII$) HUKUM,

Samarinda,  10 J a n u a r i  2020 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ltd

------- H. SURjDTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

ISRAN NOOR


